BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan karakteristik terbaru, ditemukan terjadinya perubahan
karakteristik pada beberapa hal. Hal pertama adalah terjadi perubahan karakteristik
sengketa konstruksi menurut pengguna jasa dari biaya menjadi waktu. Hal ini
diduga, karena pengguna jasa pada jaman sekarang cendurung mengutamakan
proyek yang dapat terselesaikan lebih cepat sehingga manfaat dari proyek dapat
dirasakan lebih cepat juga. Kemudian terjadi peningkatan pada nilai kontrak, waktu
kontrak, nilai tuntutan, putusan yang dibatalkan, dan waktu penyelesaian ditingkat
arbitrase dan litigasi. Hal ini diduga karena skala proyek dan tingkat kesulitan
pengerjaan proyek yang meningkat sehingga kerumitan permasalahan sengketa
konstruksi juga meningkat.

Dengan pengembangan karakterisitik secara dua arah, ditemukan pola
sebab-akibat dari permasalahan yang terjadi. Dari pola-pola yang terbentuk,
ditemukan bahwa penyebab umum sengketa konstruksi adalah karena terjadi
kesalahan dari salah satu pihak yang dominan dan kesalahan pihak lain yang tidak
terlalu dominan. Kemudian sengketa konstruksi juga disebabkan oleh berbagai
permasalahan konstruksi yang tidak diselesaikan dengan baik sehingga menumpuk
dan menjadi sulit untuk diselesaikan tanpa pihak yang dapat memberikan putusan
yang bersifat mengikat seperti arbitrase atau litigasi.

Berdasarkan rasio waktu penyelesaian sengketa konstruksi di tingkat
arbitrase yang berlanjut ke tingkat litigasi dengan waktu kontrak sebesar 2,39.
Dapat dikatakan bahwa arbitrase yang naik ketingkat litigasi memakan waktu lama,
biaya yang mahal, dan membuat ketidakpastian bagi para pihak pengguna jasa
arbitrase. Namun, secara keseluruhan arbitrase masih efektif dan efisien karena
tingkat kasus yang naik ketingkat litigasi dan pembatalan putusan arbitrase masih
tergolong rendah. Akan tetapi perlu perhatian khusus dari pengguna jasa arbritase,
majelis arbitrase, dan pengadilan karena terjadi peningkatan kasus putusan arbitrase

yang dibatalkan oleh litigasi.
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Langkah pencegahan atas sengketa konstruksi di tingkat arbitrase yang naik
ke tingkat litigasi dapat dilakukan dengan penggunaan kontrak FIDIC dan Dewan
Sengketa. Kontrak FIDIC berfungsi untuk mencegah itikad tidak baik dari para
pihak yang terikat dalam kontrak dan sebagai pedoman bagi para pihak untuk
menyelesaikan permasalahan. Dewan sengketa berfungsi untuk mencegah
timbulnya perbedaan pendapat antar pihak dan mendeteksi sejak dini permasalahan
sehingga permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan dan tidak menimbulkan
kerugian yang besar. Dewan sengketa juga dapat memberikan rekomendasi yang
bersifat mengikat atau tidak mengikat tergantung dari jenis dewan sengketa yang

disepakati dalam kontrak.

52  Saran
Saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya agar penelitian dapat lebih baik

adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan bersama dengan pihak pelaku
konstruksi, pakar hukum konstruksi, pihak pengadilan dan arbiter agar dapat
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi tingkat atau
dampak dari sengketa arbitrase yang naik ke tingkat litigasi.

2. Penelitian selanjutnya harusnya membuktikan tingkat keefektifan Dewan
Sengekta dan kontrak FIDIC dalam mengurangi sengekta konstruksi di

arbitrase yang naik ke litigasi.
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